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ABSTRAK  

Risna Yanti (19020103017) “Problematika Pengadaan Sertifikat Tanah 

Melalui Program Nasional Agraria (Studi Kecamatan Ladongi, Kabupaten 

Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara)”. Dibimbing oleh H. Muhammad Iqbal 

Lc, MHI dan  La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke SH., MH

 
Berdasarkan kenyataan sulitnya akses terhadap tanah disebabkan atas 

pengunaan tanah secara berlebihan dan rentan terjadinya konflik pada bidang 

bertanahan menyebabkan pemerintah berupaya melindungi hak-hak masyarakat 

dengan mengeluarkan program PRONA untuk legalisasi satu aset berupa 

pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat, PRONA sendiri dibentuk 

berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang 

Proyek Operasional Agraria namun ironisnya PRONA banyak dimanfaatkan oleh 

oknum tidak bertanggung jawab dengan memperoleh keuntungan pribadi dalam 

pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA kepada masyarakat. Tujuan (1) Untuk 

mengetahui bagaimana Problematika dan prosedur pengadaan sertifikat tanah 

melalui PRONA di Kecamatan Ladongi. (2)Untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empris dengan 

menggunakan pendekatan Kasus dan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library reseatch) dan penelitian 

Lapangan (Firld research) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa (1) Pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA di kecamatan Ladongi telah di lakukan 

berdasarkan pada Peraturan dan mengikuti dari prosedur pengadaan sertifikat 

tanah dari BPN kabupaten Kolaka Timur. Namun dalam pelaksanaan pengadaan 

sertfikat tanah melalui PRONA di kecamatan Ladongi dimanfaatkan oleh oknum 

untuk melakukan kegiatan pungutan liar kepada masyarakat pada saat 

pengumpulan data para pendaftar kegiatan PRONA. (2) Tinjauan hukum positif 

tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, 

menurut PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pasal 2  terkait asas 

pendaftaran tanah menyebutkan bahwa asas pendaftaran tanah terdiri atas 

beberapa yakni asas sederhana, aman, terjangkau, mutahir, dan terbuka. Beberapa 

asas diatas kurang mendukung karena asas terjangkau dan aman tidak diterapkan 

pada penyelenggaraan PRONA di kecamatan Ladongi disebabkan dimanfaatkan 

oleh oknum untuk memungut biaya diluar dari ketetapakan hukum yang berlaku 

dalam PRONA.  Selain itu tinjauan hukum positif tentang pengadaan sertifikat 

tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi menurut PERMEN Agraria/Kepala 

BPN No 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria pasal 12 terkait 

pembiayaan PRONA yang bersumber dari APBN dan APBD dan juga 

pembiayaan yang menjadi tanggungan pemohon berdasarkan SKB 3 Menteri 

terkait pembiayaan untuk Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 350. 000. Hal ini kurang 

mendukung dengan pembiayaan yang dibebankan oleh masyarakat di kecamatan 

Ladongi hal tersebut disebabkan oleh oknum yang memanfaatkan situasi untuk 

meraut keuntungan pada penyelengaraan PRONA 

Kata Kunci: Problematika, Pengadaan, Sertifikat Tanah 
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ABSTRACT 

Risna Yanti (19020103017) “Problems of Procurement of Land Certificates 

through the National Agrarian Program (Study of Ladongi District, East 

Kolaka Regency, Southeast Sulawesi)”. Supervised by H. Muhammad Iqbal 

Lc, MHI and  La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke SH., MH 

 
Based on the fact that access to land is difficult due to excessive land use and is 

prone to conflicts in the land sector, the government is trying to protect 

community rights by issuing the PRONA program for the legalization of one asset 

in the form of land registration up to the issuance of certificates, PRONA itself 

was formed based on a Ministerial Decree in Government Affairs Number 189 of 

1981 Concerning Agrarian Operational Projects, but ironically PRONA has been 

widely used by irresponsible individuals by obtaining personal benefits in making 

land certificates through PRONA to the public. Objectives (1) To find out how the 

problems and procedures for procuring land certificates through PRONA in 

Ladongi District. (2) To find out how positive legal reviews are regarding the 

procurement of land certificates through PRONA. The type of research used in 

this research is empirical normative using a case and legislation approach. Data 

collection techniques in this study were library research and field research. The 

data analysis method used in this study consisted of the stages of data reduction, 

data presentation and drawing conclusions. 

The results of the research conducted show that (1) Procurement of land 

certificates through PRONA in the Ladongi sub-district has been carried out 

based on regulations and following the procedures for procuring land certificates 

from the BPN of East Kolaka district. However, in the implementation of the 

procurement of land certificates through PRONA in the Ladongi sub-district, 

individuals used them to carry out illegal levies to the public when collecting data 

on PRONA activity applicants. (2) Positive legal review regarding the 

procurement of land certificates through PRONA in Ladongi District, according 

to Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration. Article 2 

regarding the principle of land registration states that the principles of land 

registration consist of several principles, namely simple, safe, affordable, up-to-

date and open principles. Some of the above principles are not supported because 

the affordable and safe principles are not applied to the implementation of 

PRONA in the Ladongi sub-district due to being used by individuals to charge 

fees outside of the legal provisions that apply in PRONA. In addition, a positive 

legal review regarding the procurement of land certificates through PRONA in 

Ladongi District according to PERMEN Agraria/Head of BPN No. 4 of 2015 

concerning the National Agrarian Program article 12 regarding PRONA 

financing sourced from the APBN and APBD and also financing that is the 

responsibility of the applicant based on SKB 3 Ministers related to financing for 

Southeast Sulawesi of Rp. 350,000. This does not support the financing charged 

by the community in the Ladongi sub-district, this is caused by individuals who 

take advantage of the situation to make profits in the implementation of PRONA 

Keywords: Problems, Procurement, Land Certificates 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sejalan dengan arah kebijakan program pemerintah terkait dengan 

program nasional dalam meningkatkan pengembangan kesejahteraan 

masyarakat, sebagai salah satu elemen terpenting dari dikeluarkannya 

sebuah kebijakan. Negara sebagai organisasi tertinggi  memiliki tujuan 

yang hendak dicapai pada setiap penyelenggaraan pemerintahannya, 

begitupun Negara Republik Indonesia, dimana tujuan Negara Republik 

Indonesia tertuang dalam alenia keempat dari pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang tersebut menindikasikan 

bahwa Indonesia  negara hukum yang menganut sistem welfare state  atau  

negara kesejahteraan. (Hasni,2016: 1) 

 Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mengatur 

hampir seluruh aspek kehidupan dengan aturan yang ketat. Tidak ada 

bidang tertentu yang luput dari pengaruh hukum, dan semakin banyak 

campur tangan hukum dalam segala urusan masyarakat. Hal ini 

menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjalankan penerapan hukum 

yang efektif (Esmi Warassih, 2005:91). Di dalam masyarakat yang sedang 

dalam tahap pembangunan seperti Indonesia, hukum selalu dikaitkan 

dengan upaya-upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang 

lebih baik. 

 Salah satu elemen penting dari dikeluarkannya sebuah kebijakan 

program pemerintah adalah kebutuhan masyarakat, dikeluarkannya sebuah 
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kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah tentunya tidak terlepas dari 

hal-hal yang bertolak belakang dari kaidah yang telah ada dalam 

pelaksanaanya.  salah satunya terkait program yang menjadi unggulan 

pemerintah saat ini adalah program pemerintah terkait pendaftaran dan 

pencatatan tanah secara masal di wilayah Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 UUPA bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh 

pemerintah, kemudian dalam pasal 5 PP No 24  tahun 1997 pendaftaran 

tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program 

nasional ini bertujuan untuk mempercepat dari pada pemenuhan hak bagi 

rakyat agar kepemilikan yang pasti terkait tanah yang mereka miliki. 

Tanah sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari 

kebutuhan manusia, dimana tanah menjadi bagian penting bagi kehidupan 

manusia bukan hanya dipergunakan sebagai lahan tempat tinggal tetapi 

juga menjadi suatu lahan untuk menjalankan suatu usaha dan juga 

menjadikannya sebagai tempat bercocok tanam.  

 Berdasarkan kenyataan sulitnya akses terhadap tanah disebabkan 

penggunaan tanah secara berlebihan ditambah dengan berbagai konflik 

dalam bidang pertanahan. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 

menunjukan bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus pertanahan mencapai 

8.000 kasus, hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang 

terdaftar. Maka prinsip memberikan perlindungan kepada pihak yang 

lemah menjadi hal yang sangat diperlukan yang penting mengingat bahwa 

masyarakat yang lemahlah yang rentan akan konflik pertanahan. untuk itu 

pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 
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mengeluarkan sebuah program nasional agraria untuk pencatatan dan 

pendaftaran tanah secara masal.  

 Pendaftaran tanah secara masal  melalui PRONA sendiri dibentuk 

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 189 Tahun 1981 

tentang  Proyek Operasional Nasional Agraria. diawali dengan pendataan 

yang dilakukan oleh Aparat Desa yang diwakili oleh masing-masing 

kepala Lingkungan maupun kepala Dusun setiap wilayah yang hendak 

mengikuti program nasional agraria ini,  hal tersebut bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang belum mempunyai 

sertifikat untuk menghindari terjadi konflik dalam bidang pertanahan. 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPA bahwa untuk menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas tanah , UUPA mengharuskan 

pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia. Selain memberi informasi mengenai suatu bidang 

tanah baik dalam penggunaannya dan pemanfaatannya  bahkan dengan 

adanya sertifikat akan memudahkan masyarakat jika hendak melakukan 

penjualan terhadap tanah yang dimilikinya. 

 Dalam rangka perlindungan Program Nasional Agraria yang 

selanjutnya di singkat PRONA sendiri adalah salah satu legalisasi suatu 

aset yang pada hakekatnya merupakan suatu proses administrasi 

pertanahan yang meliputi, adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan 

penerbitan sertifikat tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional (PERMEN) Nomor 4 

Tahun 2015 menyebutkan bahwa Program Nasional Agraria yang 
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selanjutnya disebut PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan 

tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau 

sebutan lain atau bagian-bagiannya.  

 Ironisnya dengan adanya PRONA ini banyak dimanfaatkan oleh 

oknum yang mengambil kesempatan yang melawan hukum. Misalnya, 

pungutan liar dalam pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah 

yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 

pungutan liar akan membawa dampak yang buruk bagi suatu keberadaan 

negara karena dianggap dapat merusak sendi moral suatu bangsa,  

merugikan perekonomian warga dan negara yang berakibat fatal terhadap 

meningkatnya angka kemiskinan yang dikhawatirkan menjadi suatu 

budaya dalam jangka panjang.  

 Maraknya kasus tindak pidana pungutan liar dalam pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA yang terjadi diberbagai kota di Indonesia, 

termasuk di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi 

Tenggara yang dilakukan oleh salah satu Oknum, modus pungutan liar 

yang dilakukan oleh Oknum tersebut adalah meminta sejumlah anggaran 

pembiayaan dalam pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 350.000-

2.700.000/Orang terhadap beberapa kepala keluarga yang berada di 

Kecamatan Ladongi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN) Nomor 4 Tahun 

2015 pasal 12 menyebutkan bahwa pembiayaan PRONA bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana pembiayaannya dibebankan  

kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor 
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Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Selain pembiayaan yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), PRONA  juga 

dibiayai oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota 

dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD).  

Suatu pengimplementasian hukum menjadi suatu acuan bagaimana 

hukum itu dapat diimplementasikan, sesulit dan serumit apapun dari 

kendalanya, mengingat bahwa tujuan hukum untuk menciptakan keadilan 

serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian dari latar 

belakang diatas, penyusun berkeinginan untuk meneliti dan membahas 

secara terperinci terkait problem yang timbul dalam pengadan sertifikat 

tanah melalui PRONA mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh 

oknum yang  tidak bertanggung jawab terkhususnya di Kecamatan 

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur yang merugikan masyarakat setempat  

untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

"PROBLEMATIKA PENGADAAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI 

PROGRAM NASIONAL AGRARIA (STUDI DI KECAMATAN 

LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR, SULAWESI 

TENGGARA) 

1.2 Fokus  Masalah  

 Mengingat atas keterbatasan kemampuan serta pengetahuan 

penulis maka dari penelitian ini penulis membuat fokus permasalahan, 

dengan harapan penulis bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan 

sasaran yang hendak dicapai, dengan demikian penulis memfokuskan 
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penelitian terkait "Problem yang ditimbul dalam proses pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA dalam hal ini pungutan liar yang di 

lakukan oleh Oknum dalam biaya pembuatan sertifikat tanah"  

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah 

yang hendak diteliti sebagai berikut: 

1) Bagaimana Problematika dan prosedur pengadaan sertifikat tanah 

melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, 

Sulawesi Tenggara? 

2) Bagaimana tinjuan hukum positif tentang pengadaan sertifikat 

tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka 

Timur, Sulawesi Tenggara? 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui bagaimana Problematika dan prosedur 

pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, 

Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara 

2) Untuk mengetahui bagaimana tinjuan hukum positif tentang 

pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, 

Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 



 

7 
 

1) Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan 

menjadikannya sebagai bahan perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan mengkaji dan melakukan penelitian karya 

ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.  

2) Manfaat Praktis  

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran penulis kepada pihak yang melakukan 

pungutan liar untuk memberikan pelayanan yang baik serta 

menghindari segala perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.  

1.6 Definisi Operasional  

 Definisi operasional dari konsep-konsep penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Problematika adalah suatu masalah yang timbul karena adanya 

pungutan liar yang dilakukan dalam pengadaan sertifikat tanah 

melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.  

2) Sertifikat Tanah, adalah sertifikat yang diperolah oleh masyarakat 

melalui PRONA  

3) Program Nasional Agraria (PRONA), Berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan 

Nasional (PERMEN) Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa 

PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara 
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masal, PRONA yang dimaksud oleh penulis adalah PRONA yang 

di laksanakan di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.  

4) Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak 

seharusnya dikenakan atau dipungut. Dimana Pungutan Liar yang 

dimaksud oleh penulis adalah pungutan liar atas pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten 

Kolaka Timur. 

5) Pengadaan sertifikat tanah adalah sebuah proses yang dilakukan 

untuk mendapatkan sebuah sertifikat tanah melalui PRONA, yang 

dikhususkan untuk tanah yang belum perna melakukan pendaftaran 

untuk pembuatan sertifikat. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan  

 Pada dasarnya seorang penulis yang memulai suatu penelitian akan 

mencoba melihat kaitan penelitian terdahulu yang dianggap mendekati 

dari penelitian yang dilakukan. setelah melihat penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa penelitian yang berjudul 

Problematika pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA terkait pungutan 

liar biaya sertifikat di Kecamatan Ladongi ini belum perna diteliti karena 

objek dan fokus penelitiannya berbeda dengan beberapa penelitian yang 

telah dilakukan dibawah ini: 

2.1.1 Hasil penelitian (Skripsi) Ulfasari Ramadani (2018) dalam 

penelitiannya terhadap pelaksanaan proyek operasional nasional 

agraria (PRONA) di Desa Ngelang Magetan. Pada penelitian ini lebih 

berfokus untuk membahas mengenai pelaksanaan proyek operasional 

nasional (PRONA) 

a. Persamaan 

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis  adalah sama-sama membahas 

mengenai suatu program yang dilakukan oleh pemerintah 

yakni mengenai PRONA terkait pencatatan dan pendaftaran 

tanah secara masal.  
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b. Perbedaan 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis tentunya berada pada latar belakang 

permasalahan yang timbul, dimana skripsi Ulfasari Ramadani 

mengkaji mengenai pelaksanaan PRONA yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten Magetan serta kendala-kendala apa 

yang ada pada pelaksanaan PRONA di desa Ngelang 

Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis mengkaji masalah pungutan liar biaya sertifikat 

yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di 

Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. 

2.1.2 Hasil Penelitian (Skripsi) Maqhfirotur Rohmatillah (2019) dalam 

penelitiannya yang berjudul upaya penegakkan hukum terhadap kasus 

tindak pidana korupsi Pendaftran tanah sistematis lengkap (PTSL), 

dimana penelitian ini berfokus pada upaya penegakkan hukum 

terhadap kasus korupsi PTSL.  

a. Persamaan  

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas 

mengenai program nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah 

melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sama-sama 

membahas mengenai pungutan liar, karena pungutan liar 

termasuk kedalam tindak pidana korupsi. selain itu juga pada 
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salah satu rumusan masalah  yang diteliti mengenai upaya 

penegakkan hukum terhadap pungutan liar   

b. Perbedaan  

Selain perbedaannya terletak pada program nasional 

pemerintah yang dikaji yakni penelitian terdahulu objeknya 

yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis sekarang 

adalah PRONA selain itu juga memiliki perbedaan pada 

rumusan masalah yang dikaji yakni penelitian terdahulu 

membahas mengenai penegakkan hukum terhadap tindak 

pidana korupsi PTSl dan apakah telah memenuhi unsur 

keadilan. 

2.1.3 Hasil penelitian (Skripsi) Dendi Aditia (2021) dalam 

penelitiannnya yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 

87 tahun 2016 tentang satuan sapu bersih pungutan liar pada lingkup 

sekolah yang dilakukan di kecamatan Abuki Kabupaten Konawe  

a. Persamaan 

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama-sama 

membahas terkait pungutan liar, dimana penelitian terdahulu 

lokasi penelitiannya di lingkungan sekolah sedangkan 

penelitian sekarang adalah di lingkungan masyarakat. 
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b. Perbedaan  

Perbedaan skripsi antara Dendi Aditia dengan penelitian yang 

sekarang dilakukan oleh penulis selain berbeda lokasi juga 

mempunyai perbedaan di latar belakang masalah dimana 

penelitian terdahulu membahas terkait pengimplementasian 

peraturan Presiden terkait satuan sapu bersih pungutan liar 

pada lingkup sekolah sedangkan penelitian sekarang lebih 

mengarah kepada permasalahan pungutan liarnya.  

2.1.4  Hasil Penelitian (Skripsi) Novita Anggriyani (2018) dalam 

penelitiannya terhadap Peranan pemerintah Desa dalam 

pelaksanaan PRONA tentang pendaftaran hak milik atas tanah  

a. Persamaan 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu yakni 

sama-sama membahas terkait PRONA yang di lakukan oleh 

pemerintah Indonesia. 

b. Perbedaan 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yakni terletak pada fokus permasalah 

yang dilakukan dimana penelitian yang di lakukan penulis 

berfokus pada pungutan liar dalam pengadaan sertifikat tanah 

melalui PRONA sedang penelitian terdahulu membahas terkait 

peranan pemerintah Desa dalam pelaksanaan PRONA dan juga 
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membahas terkait perbedaan pendaftaran hak milik atas tanah 

melalui PRONA dan Secara Sporadik 

2.1.5 Hasil penelitian (Skripsi) Dian Juwita (2018) dalam 

penelitiannya yang berjudul Efektivitas program PRONA 

dalam rangka peningkatan pelayanan pensertifikatan tanah  di 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhan Batu. 

Pada penelitian yang ini berfokus pada efektivitas dari program 

PRONA 

a. Persamaan 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

di lakukan oleh penulis sekarang adalah sama-sama membahas 

terkait PRONA 

b. Perbedaan 

Selain perbedaan pada rumusan masalah antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

sekarang, perbedaannya juga terletak pada fokus permasalahan 

dimana penelitian terdahulu lebih berfokus pada efektifitas 

dari PRONA sedangkan penelitian sekarang berfokus pada 

Pungutan liar dalam pengadaan sertifikat tanah melalui 

PRONA. 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Tinjauan Umum Tanah  

2.2.1.1 Pengertian Tanah 

  Tanah dalam kamus bahasa Indonesia berarti permukaan tanah 

atau lapisan bumi yang berada diatas sekali sedangkan pengertian dari 

tanah dalam pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa  

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang yang dimaksud pasal 

2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang 

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 

hukum” 

 Tanah merupakan suatu bagian dari bumi yang disebut permukaan 

bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur dalam Hukum Agraria, 

kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan 

hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang 

teratas untuk dipunyai oleh orang-orang untuk digunakan dan 

dimanfaatkan.  

Menurut Maria R. Ruwiastuti tanah adalah suatu wilayah 

berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa 

berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun 

lahan-lahan pertanian) dan hayati sebagai perpangkalan budaya dari 

komunitas bersangkutan” Selain itu menurut Maria R. Ruwiastuti  

mengemukakan ada 2  fungsi suatu tanah yakni : 
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a. Potensi ekonomis yang merupakan potensi yang dapat 

meningkatkan  pendapatan suatu masyarakat yang berada 

diatas tanah tersebut, dimana tanah dapat dikelola dan 

dimanfaatkan oleh pemiliknya.  

b. Potensi  budaya, merupakan bertemunya dua atau lebih  

budaya dalam suatu masyarakat sehingga tanah itulah 

seringkali masyarakat menimbulkan  transaksi satu sama lain. 

(H.M Arba, 2019, 9) 

 Sumber hukum tanah Indonesia sendiri yang lebih identik yang 

sekarang dikenal yaitu status dari tanah atau riwayat tanah. Status atau 

riwayat tanah adalah suatu kronologis mengenai masalah kepemilikan dan 

penguasaan sebuah tanah baik yang diperoleh pada masa kini maupun 

masa yang akan datang, status tanah atau riwayat tanah yang pada saat ini 

dikenal dengan surat keterangan pendaftaran tanah untuk tanah-tanah yang 

dialihkan atau sebagainya. 

2.2.1.2 Hak Atas Tanah 

  Hak atas tanah adalah hak atas sebagian permukaan bumi yang 

terbatas yamg berdimesi panjang kali lebar. Hak atas tanah bersumber dari 

hak menguasai negara atas tanah, hak tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 

(1) UUPA  

“ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain 

serta badan-badan hukum”.  
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 Tanah yang dimaksud dalam pasal 4 ayat  1 adalah memberikan 

tanah kepada pemegang hak-hak atas tanah untuk mempergunakan. Dalam 

pasal 16 hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 adalah: 

a. Hak milik, adalah hak yang terkuat dan terpenuh terhadap 

penguanaan sesuatu yang tidak ada batas waktu penggunaannya. 

b. Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai oleh negara. 

c. Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

sebuah bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. 

d. Hak pakai, adalah hak untuk memungut dan menggunakan hasil 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang 

lain. 

e. Hak sewa,  seseorang atau badan hukum dapat menggunakan hak 

milik tanah orang lain dengan perjanjian sewa. 

f. Hak membuka tanah, adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya 

dalam hutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh penerima hak 

g. Hak memungut hasil hutan, adalah hak untuk memungut hasil 

hutan baik kayu maupun non kayu dengan jumlah yang telah 

ditentukan serta memiliki surat izin. 

h. Hak-hak lain yang tidak termaksud dalam hak-hal diatas. (Iwan 

Permadi, 2017, hlm 8) 
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2.2.2 Tinjuan Umum Pendaftaran tanah 

  Proses pendaftaran tanah adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh pemerintah. 

Hal ini meliputi pengumpulan informasi, pembekuan data fisik dan yuridis 

ke dalam bentuk daftar dan peta. 

  Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah adalah serangkain 

kegiatan yang dijalankan secara teratur oleh negara atau pemerintah. 

Kegiatan ini melibatkan pengumpulan informasi spesifik mengenai tanah 

di wilayah tertentu yang akan dikelola dan dikembangkan untuk 

kepentingan masyarakat. Tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan 

kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengeluarkan sertifikat 

sebagai alat bukti legalitas (Boedi Harsono, 2003:72) 

Menurut Sudikno Mertokusumo asas dalam pendaftaran tanah ada dua 

yakni: 

a. Asas Specialiteit 

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilandaskan pada aturan hukum, 

yang secara teknis mengatur seperti pengukuran, pemetaan, dan 

registrasi kepemilikan. Oleh karena itu, pelaksanaan registrasi 

tanah dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak atas 

tanah, dengan memberikan data fisik tentang hak atas tanah 

tersebut seperti ukuran, lokasi dan batasannya. 

b. Asas Openbaarheid 

Prinsip ini kadang-kadang juga disebut sebagai prinsip 

transparansi, yang artinya memberikan informasi hukum tentang 
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hak-hak seperti siapa yang menjadi pemilik, dan apa nama hak atas 

tanah yang diberikan. 

Didalam pasal 19 ayat 1 UUPA, dinyatakan bahwa, “Untuk 

menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah 

diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam PP Nomor 24 tahun 1997, 

menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut pasal 5 

yaitu: Badan Pertanahan Nasional (BPN).  

   Struktur organisasi, Badan Pertanahan Nasional dibagi berdasarkan 

wilayah, yaitu: 

a. Tingkat pusat berada di Ibu Kota Republik Indonesia dibentuk 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang 

dikepalai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. 

b. Tingkat Pusat dibentuk kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi (Kanwil BPN Provinsi) 

c. Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Kepala Kantor Badan 

Pertanahan Kabupaten/Kota (Kantah Kabupaten/Kota) 

2.2.3 Tinjauan Umum Mengenai Program Nasional Agraria (PRONA) 

 PRONA merupakan salah satu kebijakan pemerintah pada bidang 

pertanahan  yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap 

tanah demi tercapainya sebuah hak. Selain itu juga PRONA membantu 

tercapainya tertib pertanahan karena PRONA berfungsi untuk 

mempercepat daripada pelaksanaan pendaftaran tanah. (Henny S. F. 2007) 
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Beberapa pengertian PRONA yang dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Ap. Perlindungan, PRONA adalah suatu proses atau 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di 

bidang pertanahan pada umumnya dan di bidang 

pendaftaran tanah khususnya yang berupa 

persertifikatan tanah yang dilakukan secara masal. 

2. Sudjito, PRONA merupakan salah satu usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan suatu subsidi untuk 

melakukan pendaftaran tanah secara massal. (Sudjito. 

1987.h.11) 

  PRONA dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Nasional 

Agraria, Pada kentuan konsideran disebutkan bahwa dalam angka 

pelaksanaan catur tertib pada bidang pertanahan, maka pemerintah 

melaksanakan persertifikatan tanah secara masal untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum  terhadap penguasaan dan kepemilikan 

tanah untuk menjaga  hak  bagi setiap masyarakat Indonesia.  

  Dalam petunjuk pelaksanan PRONA dijelaskan beberapa 

tujuan sebagai berikut : 

1. Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam 

bidang pertanahan. 

2. Membantu pemerintah dalam hal meciptakan suasana 

kehidupan masyarakat yang tentram dan aman. 
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3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilik 

tanah dalam menciptakan stabilitas politik serta  pembangunan 

di bidang ekonomi. 

4. Memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas 

tanah. 

5. Membiasakan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah 

untuk senantiasa selalu mempunyi alat bukti yang otentik atah 

haknya tersebut. 

2.2.4 Kebijakan Publik  

2.2.4.1 Pengertian Kebijakan Publik 

  Kebijakan publik atau public policy merupakan aturan yang telah 

ditetapkan serta harus ditaati. Para pelanggar akan mendaptkan sesuai 

bobot pelanggaran yang dilakukan dengan saksi yang dijatuhkan 

dihadapan lembaga bahkan dihadapan masyarakat yang bertugas untuk 

menjatuhkan sanksi tersebut. Kabijakan publik di ibaratkan sebagai suatu 

hukum, Suatu isu yang dipandang menyangkut kepentingan bersamam 

perlu untuk diatur maka formulasi dari isu tersebut menjadi kebijakan 

publik yang harus disusun dan dilakukan serta disepakati para pejabat 

yang berwenang. Ketika suatu kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu 

kebijakan apakah menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan Presiden bahkan peraturan Daerah maka kebiajakan publik 

tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. (Taufiqurokhman, 2014, hlm 14) 
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 Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar 

dikaji kebenaranya dan ketetapannya efektif untuk mengatasi 

permasalahan dan tidak justru menimbulkan permasalahan baru. Menurut 

Woll Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun 

melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat  

(Tangkilisan, 2003, 2). 

 Menurut Nugroho, terdapat dua karakteristik dari kebijakan Publik 

yakni : 

a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang dapat mudah untuk 

dipahami. 

b. Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang mudah untuk diukur, 

karena memiliki ukuran yang jelas yakni sejauh mana kemauan 

pencapaian cita-cita yang sudah ditempuh dari kebijakan tersebut. 

2.2.4.2 Kategori dari Kebijakan publik 

Menurut James E. Anderson, mengungkapkan kategori dari 

kebijakan publik ada beberapa yakni : 

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural, substantif  yakni 

kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah 

sedangkan Kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan 

substantif tersebut dapat dijalankan. 

b. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan dan 

pemanfaatan kepada masyarakat atau  individu. 
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c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik, kebijakan materal 

adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya pada 

kelompok sasaran, sedangkan  kebijakan simbolis adalah kebijakan 

yang memberikan manfaat simbolis pada suatu kelompok sasaran. 

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (Public goods) 

atau kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan 

publik dan barang privat (Privat goods) adalah kebijakan yang 

mengatur penyedian barang atau pelayanan untuk pasar bebas. 

2.2.4.3 Proses Kebijakan Publik  

   Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual 

yang dilakukan didalam proses suatu kegiatan yang bersifat politis, 

aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang hendak 

dilakukan misalnya penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adobsi 

kebijakan, implementasi kebijakan serta penilian kebijakan tersebut. 

Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi 

kebijakan, monitoring, serta evaluasi kebijakan. Berikut adalah tahap 

analisis kebijakan  

a. Perumusan Masalah : Memberikan serta menyajikan informasi 

mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. 

b. Forecasting (Peramalan) : Memberikan serta menyajikan informasi 

mengenai konsekuensi di masa yang akan mendatang dari 

penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat 

suatu kebijakan. 
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c. Rekomendasi Kebijakan : Memberikan serta menyajikan informasi 

mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan 

merekomendasikan alternatif kebijakan yang mampu memberikan 

manfaat bersih paling tinggi. 

d. Monitoring Kebijakan : Memberikan dan menyajikan informasi 

mengenai konsekuensi sekarang serta masa lalu dari diterapkannya 

alternatif kebijakan termasuk kendala-kendala yang dihadapi 

e.  Evaluasi Kebijakan : Memberikan serta menyajkan informasi 

mengenai kinerja 

2.2.5 Tinjauan Umum Pungutan Liar 

2.2.5.1 Pengertian Pungutan Liar 

 Pungutan liar adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau oknum pegawai atau pejabat pemerintah negara dengan 

cara meminta pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang dimana 

pembayaran tersebut tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang 

berkaitan dengan nominal pembayaran yang disarankan. Hal tersebut 

sering kali disamakan dengan perbuatan korupsi yang berkaitan dengan 

pemerasan, penipuan atau korupsi. Tingginya ketidakpuasan atas 

pelayanan serta panjang dan melelahkannya menjadi faktor pemicu terjadi 

pungutan liar atau korupsi dalam bidang pelayanan, membuat masyarakat 

malas ketika berhadapan dengan pelayanan publik adalah salah satu faktor  

yang menyebabkan masyarakat memaklumi terjadinya pungutan liar dalam 

penyelenggaraan publik  
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Dalam rumusan pasal korupsi yakni pasal 12 huruf e menunjuk 

pada pasal 432, dan pasal 12 huruf  f , rumusanya diambil dari pasal 425 

ayat (1) KUHP. (Soejono. D, 1984, h.50),  dimana pejabat atau 

penyelenggara negara yang dimaksud menguntangkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, 

memaksa seseorang dalam memberikan sesuatu, membayar atau menerima 

pembayaran dengan potongan atau hal-hal lain dikatakan sebagai korupsi.  

 Berikut pengertian pungli menurut para ahli :  

1 Menurut Solahuddin (2001), Pungutan liar (Pungli)  adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau 

pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang 

yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan 

dengan pembayaran yang dibebankan kepada pihak yang 

bersangkutan. 

2 Menurut Soedjono (1983) Pungutan Liar (Pungli) dapat diartikan 

sebagai mempersembahkan keuntungan.  

 Berdasarkan uraian pengertian serta pemaparan pengertian 

pungutan Liar menurut para ahli diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pengutan liar adalah perbuatan yang melawan 

hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai untuk kepentingan 

dan keuntungan pribadi.  

 Perbuatan pungli dikalangan masyarakat dapat berpotensi terhadap 

toleransi masyarakat terhadap praktik pungutan liar di lingkungan 

masyarakat, padahal dengan jelas bahwa pungutan liar adalah salah satu 
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perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan negara, tetapi demi 

untuk melancarkan urusan dan kepentingan masyarakat tersebut dapat 

terpenuhi dengan baik tidak menjadi suatu permasalahan yang terlalu 

besar untuk membayar sejumlah uang dengan nominal yang besar, 

Hubungan timbal balik antara masyarakat dengan oknum pungli 

sebenarnya adalah salah satu faktor yang menjadikan masih eksisnya 

pungli dalam birokrasi kita.  

Ketika seseorang memiliki iman yang kuat selalu memiliki rasa 

untuk selalu taat kepada penciptanya. Allah SWT maha melihat, maha 

mengawasi, kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah. Sebab 

salah satu fungsi suatu ibadah adalah mencegah manusia untuk 

melakukan suatu perbuatan yang keji serta mungkar. (Hamzah, 2016, 

hlm 145). Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa 

penganutnya dilarang untuk melakukan suatu perbuatan memakan yang 

bukan miliknya, Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟an Q.s Al-

Baqarah 2 : 188. 

 ٍْ اوِ نتِأَكُْهىُْا فزَِيْقاً يِّ ا ايَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ بِانْباَطِمِ وَتدُْنىُْا بهِآَْ انِىَ انْحُكَّ وَلََ تأَكُْهىُْْٓ

 ٌَ ىْ ًُ َْتىُْ تعَْهَ ثْىِ وَاَ  ايَْىَالِ انَُّاسِ باِلَِْ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 

yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang 

lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” 

Memakan serta mendapatkan harta yang diperoleh dengan jalan 

yang batil salah satunya mendapatkan dari hasil suap menyuap serta 
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kesaksian palsu. Beberapa dalil yang menjelaskan mengenai pungutan 

liar adalah salah satu perilaku serta perbuatan yang dzolim kepada 

manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs Asy-Syura 

ayat 42 yang berbunyi 

ٌَ فىِ الَْرَْضِ بغَِيْزِ انْحَقِِّّۗ  ٌَ انَُّاسَ وَيبَْغُىْ ىْ ًُ ٍَ يظَْهِ بيِْمُ عَهىَ انَّذِيْ ا انسَّ ًَ اََِّ

ى ِكَ نهَىُْ عَذَابٌ انَيِْىٌ 
 اوُن ٰۤ

Artinya : Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim 

kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak mereka 

akan mendapatkan azab yang pedih” 

Memberikan sesuatu atau penyuap seseorang dalam ayat-ayat Al-

Qur‟an hukumnya haram sehingga Allah melarang perbutan tersebut, 

dalam hadis Nabi diantaranya melarang dan diharamkannya menarik Al-

muks (Pungutan) dalam hasi yang diriwayatkan Ahmad  

ُ عَهيَْهِ  ِ صَهَّى اللََّّ زٍو قاَلَ قاَلَ رَسُىلُ اللََّّ ًْ ٍِ عَ ِ بْ ٍْ عَبْدِ اللََّّ عَ

زْتشَِي ًُ اشِي وَانْ ِ عَهىَ انزَّ  وَسَهَّىَ نعَُْةَُ اللََّّ

Artinya : Dari Abdullah bin „Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW 

bersabda “ Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap.” 

(HR Ahmad).  

Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin 

Malik RA: 

ٍْ لََ عَهْدَ نهَُ لََ   ًَ ٍَ نِ ٍْ لََ أيََاَةََ نهَُ وَلََ دِي ًَ ٌَ نِ ا ًَ إيِ .  
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Artinya: "Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan 

tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji." (HR 

Ahmad) 

 Rasulullah melaknat bagi orang-orang yang memberi serta 

menerima suap karena pemberian tersebut mempengaruhi dari kinerja 

para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut sehingga tidak objektif 

dan tidak selektif dalam tugas mereka dimana mereka harus bekerja 

sesuai tugas dan sesuai dengan peraturan-peraturan  dan tata tertib yang 

telah ditentukan.  

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan 

pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada 

pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut 

upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil 

dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. 

Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, 

semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. 

Demikian kata Imam Adz Dzahabi dalam Al Kabair. 

Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah 

sejelek-jeleknya dosa. Karena pungutan semacam ini hanyalah 

menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau 

upeti seperti ini terus berulang dan itu hanyalah pengambilan harta 

dengan jalan yang tidak benar, penyalurannya pun tidaklah tepat. 
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2.2.5.2. Pungutan liar di masyarakat 

 Tindakan pungli sangat merebak dan dikenal sebagai tindakan 

melanggar hukumm, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak peduli 

terhadap pungli atau bahkan membiarkan tindakan tersebut terjadi. 

Pungli cenderung semakin berkembang ketika tidak ada kepedulian dan 

keberanian dari masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut kepada 

pihak berwenang. Di kabupaten Kolaka Timur, Khususnya di Kecamatan 

Ladongi, masyarakat cenderung tidak peduli dan memaklumi pungli dan 

berbagai alasan dan pertimbangan lainnya.   

 Seringkali didapati bahwa masyarakat cenderung memaklumi 

pungli  dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah "Kasihan" 

dan malas untuk melaporkan bahkan dengan sadar masyarakat sengaja 

memberikan uang sebagai bentuk imbalan kepada pelaksanan  layanan 

agar pelayanannya dapat dipercepat dan dipermudah oleh pihak yang 

bersangkutan. Tentunya hal tersebut tidak dibenarkan, karena dengan 

memaklumi hal tersebut dapat menjadikan budaya pungli sebagai 

kebiasaan dalam pelayanan publik. Pungli merupakan satu tindakan yang 

bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungli 

tergolong sebagai tindak pidana korupsi dan merupakan kejahatan luar 

biasa yang harus diberantas. Dalam konteks ini, bagi mereka yang 

melakukan pungli, dianggap telah menyelahgunakan jabatannya dengan 

tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain secara melawan 

hukum. Tindakan tersebut melanggar Pasal 342 KUHP yang menyatakan 
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bahwa seorang pegawai negeri yang dengan sengaja memaksa orang lain 

memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan 

potongan, atau melakukan kerja bagi dirinya sendiri dengan ancaman 

hukuman maksimal 6 tahun penjara. (DR. Andi Hamzah, S.H., 2006, h. 

164)  

2.2.5.3. Jenis-jenis pungutan liar di masyarakat  

 Pungutan liar di kalangan masyarakat terbagi atas 3  antara lain sebagai 

  berikut : 

a. Biaya 

1. Biaya layanan Surat Pengantar 

2. Biaya layanan Surat Rekomendasi 

3. Biaya layanan Surat keterangan 

4. Biaya layanan Jual Beli 

5. Biaya pengurusan dokumen kependudukan 

6. Biaya layanan pengurusan dokumen pembuatan akta 

tanah 

7. Biaya layanan pelayanan hibah 

b. Potongan 

1. Potongan Program keluarga harapan  (PKH) 

2. Potongan Bantuan pangan non tunai (BPNT) 

3. Potongan bantuan langsung tunai (BLT) 

4. Potongan bantuan sosial tunai (BST) 

5. Potongan Plestarisasi 

6. Potongan Bedah Rumah  
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c. Tambahan  

1. Tambahan beban pajak bumi dan bangunan (PBB) 

2. Tambahan beban rekening Listrik 

3. Tambahan beban rekening Telepon 

4. Tambahan beban rekening Air PDAM  

2.2.5.4 Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar 

Dalam artikel yang berjudul pungutan liar (Pungli) dalam perspektif 

tindak pidanan korupsi dalam majalah paraikatte, Edisi dari Triwulan III, 

volume 26, Tahun 2016, menjelaskan beberapa penyebab pungli, yaikni : 

a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai suatu akibat adanya 

prosedur yang membutuhkan proses yang panjang serta 

melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan 

dengan pelayanan publik. 

b. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang 

ada/melekat pada diri seseorang. 

c. Faktor ekonomi, penghasilan yang kurang mencukupi 

membuat beberapa orang terdorong untuk melakukan pungli. 

d. Terbatasnya sumber daya manusia. 

e. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya. (Soekanto, 1983, h. 43). Penulis menggunakan penelitian 

normatif empiris dalam penelitian ini, yang mengabungkan pendekatan 

hukum normatif dan unsur empiris. Penelitian normatif melibatkan 

pengkajian sumber-sumber data melalui kepustakaan, sedangkan 

penelitian empiris berfokus pada data lapangan seperti wawancara, dan 

observasi. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa terdapat lima cara 

pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu : (Peter 

Mahmud Marzuki, 2011, h. 93) 

a. Pendekatan Kasus atau pendekatan melalui kasus (Case 

approach) 

b. Pendekatan Perundang-undangan/ pendekatan melalui 

Undang-Undang (Statute approach) 

c. Pendekatan Historis/pendekatan melalui sejarah (Historical 

approach) 

d. Pendekatan Perbandingan (Conparative approach) 
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e. Pendekatan Konseptual/pendekatan melalui konsep 

(Conceptual approach) 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan  Kasus (Case approach) dan Pendekatan Perundang-

Undangan (Statute approach). Pendekatan kasus adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus terkait 

isu yang dihadapi yang berkaitan dengan judul peneitian yang 

dilakukan, sedangkan pendekataan Perundang-Undangan adalah 

pendekatan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang 

berkaitan dengan isu hukum berkaitan dengan judul penelitian. 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan pengamatan 

untuk menemukan suatu data dan pengamatan. Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. 

Penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan pada lokasi ini 

terdapat kasus yang hendak diteliti oleh penulis sehingga memudahkan 

penulis dalam mendapatkan sumber data yang akurat terkait judul 

penelitian yang dilakukan.  

 Dimana waktu penelitian ini dilaksanakan setelah disetujuinya 

proposal penelitian ini yakni 3 bulan penelitian setelah  seminar proposal 

dilakukan.  

3.4 Sumber Data  

 Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, serta observasi 

yang dilakukan pada pihak yang bersangkutan seperti, masyarakat, 
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pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Timur, aparat 

Kelurahan  serta pihak-pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait 

permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data adalah hal yang paling 

penting dalam suatu penelitian karena dapat menentukan kekayaan data 

yang diperoleh oleh penulis ataupun peneliti.  

1. Data Primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara 

langsung tanpa melalui prantara dari sumber utama atau pihak yang 

bersangkutan, baik dengan metode wawancara dan bertatap muka 

secara langsung. Data primer dari hasil wawancara dilakukan 

kepada beberapa informan terdiri dari kepala seksi Penataan Hak 

dan Pendaftaran BPN, staf BPN, Camat Ladongi, Lurah Ladongi, 

serta Masyarakat Kecamatan Ladongi yang dianggap dapat 

memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari 

sumber-sumber seperti penulis ilmiah, riset buku referensi, jurnal, 

atau internet. Data sekunder atau data kepustakaan memiliki 3 

bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah sumber-

sumber yang memiliki otoritas seperti peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum 

sekunder berisi pandangan hukum atau teori yang didapat dari 

penelitian, buku, jurnal, atau internet. Sedangkan bahan hukum 
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tersier menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, atau kamus hukum.  

(Mukti, Yulianto, 2009, h 15).  

3.5 Teknik Pengumpulan data  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data yang relevan serta akurat dengan masalah yang akan 

diteliti oleh penulis. dimana pengumpulan data dalam penelitian ini di bagi 

atas 2, yakni metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian 

lapangan seperti wawancara, dokementasi dan observasi. 

1.  Metode Penelitian Kepustakaan (library reseatch) 

 Metode penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 

melalui penulusuran kepustakaan yang bersumber pada perundang-

undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian 

2. Metode Penelitian Lapangan (field research) 

 Metode penelitian lapangan adalah metode penelitian yang 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

a. Observasi adalah suatu pengamatan terhadap suatu objek 

dengan maksud memahami situasi serta fenomena dengan 

gagasan yang sudah dipahami sebelumnya, untuk 

memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis untuk melanjutkan sebuah penelitian.  

b. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi 

dimana bentuk informasi tersebut yang diperoleh 



 

35 
 

dinyatakan kedalam bentuk tulisan terhadap narasumber 

seperti masyarakat, para staf Badan Pertanahan Nasional 

(BPN), Bapak Subri S.E selaku Kepala Seksi Penataan Hak 

dan Pendaftaran, bapak Saeho S.Pd Selaku Camat Ladongi, 

bapak Rasman L S.IP selaku Lurah Ladongi serta berbagai 

pihak yang diangap mengetahui terkait permasalahan yang 

diteliti.  

c. Dokumentasi, Sebuah dokumentasi diperlukan dalam 

melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti serta 

keterangan melalui foto, audio dan vedio.  

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses penyederhanakan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan di implementasikan (Masri 

Singarimbun,1995, h. 263). dimana proses pengelolaan datanya mengikuti 

teori Miles And Hubermen yang dikutip dalam buku Sugiyono (Sugiyono, 

2005, h. 91). Adapun data yang dikumpulkan kemudian diolah dan 

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan data, 

baik suatu data yang dianggap kurang serta tidak relevan, serta 

penambahan data yang dianggap kurang. Data yang diperolah 

penulis dilapangan mungkin mempunyai jumlah yang sangat 

banyak, untuk itu perlu di lakukan reduksi data atau merangkum 

data memilih pokok-pokok data yang memfokuskan pada hal-hal 
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yang berkaitan dengan  "Problematika pengadaan sertifikat tanah 

melalui program nasional agraria di Kecamatan Ladongi terkhusus 

terhadap Pungutan Liar biaya pensertifikat tanah).  data yang telah 

di reduksi dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak-

pihak yang terkait kemudian disajikan  dalam bentuk  teks yang 

bersifat naratif dalam laporan penelitian ini.  

2. Penyajian Data (Display) 

 Setelah melakukan  reduksi data maka langkah kedua yaitu 

penyajian data. Penyajian data yaitu  menyajikan data yang sudah 

diperoleh dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan oleh 

penulis dilokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar data tersebut 

yang telah di perolah dapat dipelajari dan diambil maknanya.  

penyajian data ini memudahkan untuk memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kerja selanjutnya.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (Conclusions 

drowing/verifiying)  

 Langkah selanjutnya adalah tahapan penarikan kesimpulan 

berdasarkan penemuan dan melakukan verifikasi data. Proses 

untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat yang dapat 

mendukung tahapan pengumpulan data inilah yang dikenal dengan 

verifikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang 

disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data yang 

diperoleh tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan, 

Kesimpulan  dapat dilakukan diawal namun berkemungkinan akan 
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berubah seiring dengan perkembangan di lapangan yang didukung 

dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten  sekaligus dapat 

menjawab pertanyaan diawal penelitian yang dilakukan.  

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian berguna untuk 

menguji daripada kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh oleh 

penulis. Dalam penelitian ini  menggunakan triangulasi teknik, dan  

triangulasi sumber, dalam meningkatkan kredibilitas dalam penelitian ini. 

1. Triangulasi teknik yaitu suatu cara dalam pengujian keabsahan data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan sumber yang berbeda. Dengan data yang diperoleh 

oleh peneliti dari hasil wawancara akan dicek kembali oleh  

peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan. 

2. Trangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan serta mengecek 

kembali data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda namun 

menggunkan metode yang sama dalam pengumpulan datanya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian  

 4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 

   Kecamatan Ladongi Secara geografis keselurahan Desa dan 

Kelurahannya tergolong dataran dengan topografi datar dan berbukit. Batas 

wilayah Kecematan Ladongi dapat dilihat sebagai berikut : 

 Tabel 1 dan 2 Batas wilayah Kelurahan/Desa Kecamatan Ladongi tahun 2020  

Desa/Kelurahan  Utara Selatan  

Rara Kel. Welala Kec. Dangia 

Welala Kel. Atula Kec. Poli-Polia 

Atula Desa Wunggulako Kel. Welala 

Pembeyoha Desa Wunggulako Kel. Welala 

Wunggulako Kec. Loea Desa Pembeyoha 

Ladongi Jaya Desa Lalowosula Kel. Atula 

Tongandiu Desa Anggaloosi Kel. Atula 

Lalowosula Desa Putemata Kel. Ladongi Jaya 

Putemata Kec. Loea Desa Lalowosula 

Anggoloosi Desa Teposua Desa Tongandiu 

 

Desa/Kelurahan  Barat Timur 

Rara Kec. Dangia Kel. Welala 

Welala Kab Konawe Desa Tongandiu 

Atula Kab Konawe Desa Tongandiu 

Pembeyoha Kab Konawe Kel. Atula 

Wunggulako Kab Konawe Kec. Ladongi jaya 

Ladongi Jaya Desa Wunggoloko Desa Tasahea 
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Tongandiu Kel. Ladongi Kab. Kolaka 

Lalowosula Kec. Loea Desa Tongandiu 

Putemata Kec. Loea Desa Anggoloosi 

Anggoloosi Desa Putemata Kab. Kolaka  

        Sumber : Ladongi Subdistrict in Figures 2021 

Ibukota Kecamatan Ladongi Terletak dikelurahan Ladongi Jaya. Jarak 

ibukota Kecamatan terhadap Kabupaten adalah 18 Km dan jarak ibukota 

Kecamatan terhadap ibukota Provinsi adalah 121 Km (Bps, Pendataan 

Potensi Desa (Podes) 2020) 

Tabel 3. Luas wilayah dan Persentase Tiap Desa/ Kelurahan di Kecamatan 

Ladongi Tahun 2022 

Desa/Kelurahan  Luas Wilayah (Km
2
) Presentase  

Rara 11,00 8,95 

Welala 20,46 16,65 

Atula 14,00 11,39 

Pembeyoha 13,00 10,58 

Wunggulako 12,36 10,06 

Ladongi Jaya 17,12 13,93 

Tongandiu 5,19 4,22 

Lalowosula 10,12 8,24 

Putemata 11,80 9,60 

Anggoloosi 7,83 6,37 

Kec. Ladongi 122,88 100 

Sumber : BPN Provinsi Sulawesi Tenggara  

 Luas wilayah Kecamatan Ladongi 122,88 Hektar atau 4,83% dari 

luas Kabupaten Kolaka Timur. Desa/Kelurhan yang terluas di Kecamatan 

Ladongi adalah Kelurahan Welala dengan luas 20,46 Hektar atau 16,65% 

dari luas Kecamatan Ladongi, serta Desa/Kelurahan terkecil di Kecamatan 
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Ladongi adalah Desa Tongandiu dengan luas 5,19 Hektar  atau 4,22% dari 

luas Kecamatan Ladongi.  

4.1.2 Kondisi Demografis Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur  

  Penduduk adalah sebuah orang yang berdomisili di sebuah wilayah 

teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau mereka 

yang berdomisili dengan tujuan menetap kurang dari 6 bulan. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Ladongi  13.035 jiwa 

Tabel 4. Jumlah, Kepadatan penduduk di Kecamatan Ladongi tahun 2020 

Desa/Kelurahan  Jumlah Penduduk 
Kepadatan 

Penduduk/Km
2 

Rara 2.171 197 

Welala 3.128 153 

Atula 3.255 233 

Pembeyoha 238 18 

Wunggulako 696 56 

Ladongi Jaya 4.403 257 

Tongandiu 414 80 

Lalowosula 1.446 143 

Putemata 1.782 151 

Anggoloosi 800 102 

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020 

 Jumlah Penduduk terbanyak terdapat di Desa/Kelurahan Ladongi 

yakni 4.403 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di 

Desa/Kelurahan Pembeyoha yakni 238 jiwa. Desa/Kelurahan yang terpadat 

penduduknya yakni Kelurahan Ladongi yakni 257 persen.  
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2.2 Pembahasan  

2.2.1 Problematika dan Prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui 

program PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka 

Timur.  

PRONA merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) selaku badan yang 

berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan PRONA, yang 

diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Indonesia secara masal. 

Kagiatan PRONA yang diselenggarakan di Kecamatan Ladongi 

didasarkan pada target yang telah ditetapkan setiap tahun berdasarkan 

anggaran yang diterima oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.  

Di Kecamatan Ladongi terdapat 7 Desa dan 3 Kelurahan yang 

menjadi objek pelaksanaan PRONA pada tahun 2018-2022. 

Desa/Kelurahan tersebut yakni Kelurahan Ladongi Jaya, Kelurahan 

Welala, Kelurahan Atula, Desa Putemata, Desa Lalowosula, Desa 

Pembeyoha, Desa Raraa, Desa Tongandiu, Desa Anggoloosi, Desa 

Wunggulako. Hal tersebut disampaikan oleh Camat Ladongi terkait 

pelaksanaan PRONA untuk kecamatan Ladongi. 

Untuk Kecamatan Ladongi selama saya menjabat sebagai camat 

sekitar 4 tahun untuk program PRONA sendiri sudah dilaksanakan 

sebanyak 2 kali, kouta yang diberikan oleh Kantor pertanahan juga 

tidak seberapa, hal tersebut menyebabkan saya selaku kepala 

Kecamatan Ladongi berusaha memaksimalkan kegiatan tersebut dengan 

cara membagi kouta jumlah sertifikat ke masing-masing 

Desa/Kelurahan yang memang betul-betul membutuhkan program 

PRONA tersebut” 

 



 

42 
 

Langkah-langkah yang diambil dalam penyelenggaraan PRONA 

masing-masing Organisasi/Instansi dalam Penyelenggaraan pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten 

Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.: 

a) Ditingkat Kantor pertanahan 

Kegiatan PRONA dilakukan oleh staf kantor Badan 

Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Kolaka Timur sesuai 

dengan prosedur yang berlaku dan sesuai tugas pokok dan 

fungsi kerja masing-masing staf Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Kolaka Timur. 

b) Ditingkat Kecamatan 

Setelah mendapat intruksi dari Bupati Kolaka Timur terkait 

pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA maka, camat selaku 

kepala wilayah Kecamatan melakukan pemilihan wilayah yang 

telah memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai lokasi/tempat 

penyelenggaraan kegiatan PRONA. 

c) Ditingkat Desa/ Kelurahan 

Setelah mendapatkan surat petunjuk dari Kecamatan 

Ladongi, kepala Kelurahan/Desa bersama dengan aparat Desa 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai PRONA 

yang akan dilaksanakan di Kelurahan/Desa tersebut. 
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   Bagan mekanisme pengadaan sertifikat tanah melalui kegiatan 

PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi 

Tenggara dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme pengadaan sertifikat tanah melalui Kegiatan PRONA 

yang diselenggarakan di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka 

Timur, Kabupaten Kolaka Timur.  Hal tersebut disampaikan langsung 

oleh camat Ladongi Bapak Saeho S.Pd pada saat wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti pada (Senin 10 April 2023) 

Pengumpulan Data 

PRONA 

Penyuluhan 

Penetapan Lokasi 

Pengukuran dan Pemetaan 

Pemeriksaan Tanah 

Pengumuman 

Penetapaan SK (Penetapan 

Hak) 

Penerbitan Sertifikat 

Penyerahan Sertifikat 

Penyerahan DIPA 
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“Untuk mekanisme pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA 

yang diterapkan untuk Kecamatan Ladongi sendiri sama dengan yang di 

intruduksikan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka 

Timur”. 

 

a) Penyerahan DIPA 

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) disusun 

berdasarkan  peraturan  Presiden  mengenai rincian APBN. 

DIPA berfungsi sebagai anggaran dasar pelaksanaan kegiatan 

PRONA setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Keuangan. 

b) Penetapan Lokasi 

Penetapan Lokasi untuk penyelenggaraan PRONA 

berdasarkan: 

1. Diluar kawasan Hutan. 

2. Tidak dalam keadaan bersengketa. 

3. Kesesuaian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah. 

Dari tiga poin yang telah disebutkan diatas, Kecamatan 

Ladongi telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan untuk 

menetapkan lokasi sebagai wilayah target kegiatan PRONA 

c) Penyuluhan 

Sebelum dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, terkait 

pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA yang 

diselenggarakan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional  

(BPN) Kolaka Timur. Terlebih dahulu dilakukan pembentukan 

panitia adjudikasi yang terdiri dari: 
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1. Ketua panitia, yang diangkat dalam penyelengaraan 

PRONA berasal dari seorang pegawai BPN Kolaka 

Timur. 

2. Dua orang pegawai dari kantor BPN Kolaka Timur. 

3. Camat Kecamatan Ladongi. 

4.  Perangkat Desa. 

5. Petugas pengukur tanah dari Kantor BPN Kolaka Timur. 

  Setelah dilakukan pembentukan panitia adjudikasi 

selanjutnya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat 

Kecamatan Ladongi terkhusus Desa/ Kelurahan yang berada di 

Kecamatan Ladongi terkait program PRONA serta apa saja 

yang menjadi obyek PRONA, mulai dari Pengertian, manfaat, 

tujuan, persyaratan dalam permohonan hak, obyek dan subjek 

kegiatan PRONA serta hak dan kewajiban peserta PRONA. 

Seperti data hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Rudin 

(Samaran) yang dilakukan (Rabu, 5 April 2023) salah satu 

masyarakat yang mendaftarkan tanahnya melalui jalur PRONA 

disebutkan bahwa 

“Penyuluhan sendiri yang dilakukan oleh kelurahan pada 

saat sholat berjamaah pada hari jumat hal tersebut disampaikan 

oleh pihak kelurahan setelah mendapat intruksi dari 

Kecamatan dan biaya yang disampaikan sebesar Rp. 300.000” 

 

 Berbeda dengan yang disampaikan oleh staf BPN 

Kolaka Timur bahwa penyuluhan dilakukan di kantor 

kelurahan/Desa yang memenuhi kreteria untuk mengikuti 



 

46 
 

kegiatan PRONA setelah dilakukan wawancara pada (Rabu, 3 

Mei 2023) 

“Penyuluhan kami lakukan di Kelurahan/Desa yang telah 

memenuhi persyaratan untuk mengikuti PRONA tetapi pada 

saat penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan Ladongi sangat 

kurang partisipasi masyarakat dikarenakan sebagian besar dari 

masyarakat Kecamatan Ladongi bekerja sebagai petani sawah 

serta sebagian masyarakat tinggal di kebun mereka” 

 

d) Pengumpulan Data  

Panitia adjudikasi yang telah dibentuk sebelumnya oleh 

kantor BPN Kolaka Timur serta petugas Kecamatan Ladongi 

setempat bertanggung jawab dalam pengumpulan dan 

pengelolaan data yuridis. Data fisik yang dikumpulkan berupa 

letak, batas, serta luas bidang tanah dan satuan rumah susun 

yang didasarkan pada Pasal 1 ayat 7 Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang pendaftaran tanah 

e) Pengukuran dan Pemetaan 

Proses pengukuran dan pemetaan dilakukan untuk 

memastikan letak, batas, dan luas bidang tanah yang telah 

memenuhi persyaratan. Kegiatan ini meliputi: 

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran 

2. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta 

pembuatan peta pendaftaran 

3. Pembuatan daftar tanah 

4.  Pembuatan surat ukur. 
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f) Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan tanah tersebut 

telah sesuai keterangan yang tertuang kedalam data yuridis 

dengan keadaan di lapangan. 

g)  Hasil pengumuman disahkan dalam bentuk berita acara hasil 

pengumuman kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) 

Kolaka Timur. 

h) Penetapan SK (Penetapan Hak) 

i) Penerbitan Sertifikat  

j) Penyerahan Sertifikat  

Penyerahan sertifikat kepada para pemohon dalam 

pengadaan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA. 

Penyerahan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan 

dilaksanakan Kepala Kelurahan khusus Kelurahan Ladongi. 
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Bagan Pendaftaran tanah yang dilakukan melalui jalur PRONA dan 

Mandiri sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Biaya Patok, Materai,  

Berkas-berkas lain  

 

 

 

Tabel 5 Perbedaan Pendaftaran tanah secara PRONA dan Mandiri  

PRONA MANDIRI 

Mekanisme  

1. Penyerahan Dipa 

2. Penetapan Lokasi 

3. Penyuluhan 

1. Pendaftaran di BPN dan 

membayar uang pendaftaran 

2. Membayar biaya pengukuran dan 

pendaftaran tanah yang 

selanjutnya petugas ukur BPN 

Pendaftaran Tanah 

PRONA 

(Negara) 

Mandiri 

(Masyarakat) 

Kelurahan/Desa Masyarakat 

Dana Pribadi 

Anggaran DIPA 

APBN/APBD  

SKB 3 Menteri 
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4. Pengumpulan Data 

5. Pengukuran dan Pemetaan 

6. Pemeriksaan Tanah 

7. Pengumuman 

8. Penetapan SK (Hak) 

9. Penerbitan Sertifikat 

setelah mendapat permohonan 

membuat sertifikat melakukan 

pengukuran dan memasang tanda 

batas 

3. Pemeriksaan Tanah. 

4. Penetapan SK Hak 

5. Penerbitan sertifikat  

Biaya 

Pembiayaan bersumber dari DIPA 

Kementerian dalam hal ini APBN 

dan APBD 

1. Pendaftaran 50k 

2. Biaya Pengukuran dan 

pendaftaran tanah sesuai ukuran 

tanah.  

Biaya pengukuran tanah = luas 

tanah dengan 10 ha: Tarik Ulur 

(L/500 kali harga satuan biaya 

khusus kegiatan pengukuran +Rp. 

100.000. 

3. Biaya pemeriksaan tanah  

Pemeriksaan tanah TPA = (L:500 

kali harga satuan biaya khusus 

kegiatan pengukuran)+Rp 

350.000 

 

Persyaratan 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Memiliki Tanah 

3. Foto Kopi KTP 

4. Foto kopi Kartu Keluarga 

5. Dasar kemepilikan, 

Pengalihan, warijah atau 

hibah. 

6. Batas-batas tanah 

7. Belum bersertifikat 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Memiliki tanah 

3. Foto kopi KTP 

4. Foto kopi Kartu Keluarga 

5. Foto kopi nomor pokok wajib 

pajak (NPWP) 

6. Bukti izin mendirikan bangunan  

(IMB) untuk tanah yang memiliki 

bangunan 
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8. Pbb Tahun berjalan 7. Akta jual beli (AJB) jika tanah 

yang dimiliki dari jual beli. 

8. Bukti pembayaran pajak 

penghasilan(Pph) 

9. Bukti pembayaran bea perolehan 

hak ata tanah dan bangunana 

(BPHTB). 

10. Surat Pengantar dari Kelurahan 

dan Desa. 

Dalam proses pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di 

Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur terdapat beberapa 

permasalahan/ Kendala yang dihadapi: 

1. Aspek Masyarakat 

a) Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terkait 

PRONA ini karena secara keseluruhan masyarakat tidak 

mengetahui apa yang dimaksud dengan PRONA 

b) Masyarakat terkesan terburu-buru untuk mendapatkan 

sertifikat melalui PRONA, sedangkan waktu yang 

diperlukan dalam pembuatan sertifikat melalui PRONA 

kurang lebih 6 sampai 1 tahun berjalannya angagaran DIPA 

tersebut.  

2. Aspek Petugas 

a) Keterbatasan SDM yang ada pada Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Timur, baik tenaga 

administrasi dan tenaga pengukuran karena lokasi yang 

jauh. 
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b)  Pekerjaan yang ada pada Kantor Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kolaka Timur menumpuk menyebabkan 

kurang maksimal dalam pelaksanaanya. 

c) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Timur. 

3. Aspek Keuangan 

Pembiayaan PRONA pada dasarnya telah diatur dengan 

pasal 12  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala 

Bidang Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

PRONA, yang berbunyi : 

a) Pembiayaan PRONA Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 

b) Kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor 

Kabupaten/Kota bersangkutan. 

c) Selain pembiayan yang bersumber pada APBN. PRONA 

juga dibiayai oleh pemerintah Provinsi/Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang berasal dari pendanaan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Selain pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah dalam 

pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA yang diselenggarakan 

secara masal, adapula pembiayaan yang dibebankan kepada 
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masing-masing peserta PRONA. Pembiayaan yang menjadi 

tanggung jawab pemerintah melalui APBN berupa: 

a) Pengumpulan Data (alat bukti atau alas tak) 

b) Penyuluhan 

c) Pemeriksaan bidang tanah 

d) Pengukuran bidang-bidang tanah 

e) Penerbitan surat keputusan hak atau pengesahan data fisik 

dan data yuridis 

f) Penerbitan sertifikat 

g) Penyerahan Sertifikat 

Untuk pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

Daerah melalui APBD mengacu pada pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas 

jenis penerimaan negara bukan pajak. Yang berlaku pada 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.  

Kewajiban yang dibebankan kepada peserta PRONA berupa: 

a) Menyelesaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) serta Pajak penghasilan dari peralihan 

hak atas tanah dan bangunan (Pph) sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

b) Pemasangan patok tanda batas. 

c) Materai sesuai dengan kebutuhan. 

d) Kelengkapan berkas lainnya yang berkaitan dengan alas hak. 
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Untuk pembiayaan PRONA yang dibebankan kepada 

masyarakat kecamatan Ladongi dalam hal ini Kelurahan Ladongi 

disampaikan Lurah Ladongi Bapak Rasman L. S.IP Pada Senin 10 

April 2023 kepada peneliti saat melakukan wawancara 

“Untuk Kelurahan Ladongi pembiayaan yang dibebankan 

kepada masyarakat mengacu pada SKB Menteri Agraria dan Tata 

Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional, Menteri dalam Negeri, 

dan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan 

transmigrasi menyebutkan biaya PTSL dan PRONA untuk wilayah 

Sulawesi Tenggara 350 ribu”  

 

Selain itu Staf BPN serta Kepala Seksi Penataan Hak dan 

Pendaftaran Bapak Subri S.E Kolaka Timur menegaskan bahwa 

biaya PRONA dibebankan Kepada APBN dan APBD, BPN tidak 

memungut biaya apapun dalam pembuatan sertifikat PRONA. Hal 

tersebut disampaikan pada saat wawancara yang dilakukan pada 

Rabu 3 Mei 2023 . 

“ Untuk pembiayaan sendiri dari BPN Kolaka Timur gratis 

dibebankan kepada Dipa Kementerian, adapula biaya yang 

meliputi Patok, materai, dan berkas-berkas lain sesuai dengan SKB 

tiga menteri yakni sebesar Rp. 350.000 rupiah untuk Sulawesi 

Tenggara.” 

 

Pelaksanaan pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di 

Kecamatan Ladongi, terlebih dahulu dilakukan musyawarah antar 

masyarakat namun karena masyarakat Kecamatan Ladongi pada 

saat penyuluhan hanya beberapa yang ikut berpastisipasi maka 

diwakili oleh masing-masing kepala Desa/Lingkungan yang berada 

di kecamatan Ladongi, yang kemudian masing-masing Kepala 

Desa/Kelurahan menyampaikan kepada masing-masing 

masyarakatnya dengan mendatangi dari rumah ke rumah untuk 
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mengimformasikan bahwa akan diadakan pensertifikatan tanah 

secara masal yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) melalui program PRONA. Hal tersebut dilakukan 

untuk lebih mengefisienkan waktu mengingat bahwa masyarakat 

yang berada di Kecamatan Ladongi sangat padat. 

Masyarakat yang hendak mengikuti kegiatan PRONA ini 

diminta untuk mengumpulkan beberapa berkas yang berupa, 

fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Akta jual Beli, Pbb tahun berjalan, serta dasar kepemilikan 

baik berupa tanah warisan, warijah dan hibah. Pengumpulan berkas 

tersebut disertai pengumpulan sejumlah uang yang dimintai salah 

satu Oknum yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat 

dalam pensertifikatan tanah melalui PRONA sebesar Rp 350.000 – 

Rp 2.700.000 pada saat penyetoran berkas, oknum tersebut diduga 

telah melakukan pengutan liar dalam pengadaan sertifikat tanah 

melalui PRONA. Hal tersebut disampaikan beberapa masyarakat 

yang telah di wawancara Oleh penulis: 

Informan 1 Ibu Rana (Samaran) Kamis 6 April 2023 

“Pada saat melakukan pengumpulan berkas yang menjadi 

persyaratan dalam pendaftaran PRONA saya memberikan 

seJumlah uang sebesar Rp. 500.000 kedalam 3 tahap yakni tahap 

pertama  sebesar Rp. 200.000 kemudian disusul sebesar Rp. 

150.000 dan terakhir saya ditelpon untuk datang ke rumah oknum 

tersebut untuk kembali menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 

150.000, saya tergiur untuk mengikuti PRONA karena melihat di 

berita bahwa PRONA menggratiskan bagi para pendaftarnya, dan 

lebih mudah serta cepat mengingat sekarang seringkali terjadi 

sengketa tanah, hal tersebutlah yang membuat saya segera 

melengkapi berkas yang menjadi persyaratan program PRONA dan 

membayar sejumlah uang yang oknum tersebut minta, tapi hingga 
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kini sertifikat saya tidak dapatkan dan uangpun tidak dikembalikan 

oleh oknum tersebut”  

 

Informan 2 Bapak Rudin (Samaran) Kamis 6 April 2023 

“Pembayaran yang dibebakan untuk saya pribadi sebesar Rp. 350. 

000 yang dilakukan kedalam 2 tahap yakni Rp. 200.000 dan 

disusul sebesar Rp. 150.000, tapi pada saat penyampaian yang 

dilakukan di mesjid biaya yang dibebankan sebesar Rp. 300.000. 

saya mendapatkan informasi tersebut pada saat sholat dimesjid dan 

diumumkan mengenai PRONA akan diselenggarakan dikelurahan 

Ladongi, dari sekian banyak pendaftar saya salah satu masyarakat 

yang terbit sertifikat perumahan yang saya ajukan melalui PRONA 

ini”. 

 

Narasumber 3 Bapak Alkaf (Samaran) Kamis 6 April 2023 

“Untuk program tersebut saya dibebankan biaya sebesar Rp. 

400.000 yang dilakukan kedalam 3 tahap pembayaran yakni Rp. 

200.000 kemudian Rp. 150.000 dan terakhir saya dimintai uang 

sebesar Rp.50.000 kepada oknum yang mengurus sertifikat melalui 

PRONA, saya mendapatkan informasi mengenai PRONA dari 

oknum tersebut, dan meminta untuk mengumpulkan Foto kopi 

KTP dan foto kopi KK, selang beberapa bulan saya bersama 

masyarakat lain diminta untuk datang mengambil sertifikat tersebut 

di rumah salah satu aparat Kelurahan” 

 

Narasumber 4 Ibu Nina (Samaran) Kamis 6 April 2023 

“Untuk Program PRONA saya telah mendaftarkan tanah 

perumahan saya sebanyak 3 kali namun 1 pun tidak berhasil yang 

terakhir kali saya mendaftarkan pada tahun 2018, pada saat itu saya 

memberikan sejumlah uang kira-kira sebesar Rp. 500.000 yakni 

tahap sebesar Rp. 200.000 kemudian Rp. 150.000 dan terakhir saya 

memberikan sebesar Rp. 150.000 namun hingga penerbitan 

sertifikat saya tidak diterbitkan”.  

 

Narasumber 5 ibu Hj Tisa(Samaran) Kamis 6 April 2023 

“Saya pribadi melakukan pembayaran kepada oknum tersebut 

sebesar Rp. 700. 000 yang dilakukan kedalam 2 tahap yakni Rp. 

200.000 dan disusul sebesar Rp. 500.000, pengumpulan uang 

tersebut disertai dengan pengumpulan berkas yang menjadi 

persyaratan untuk mengikuti PRONA, saya pribadi langsung 

mengurus berkas dikarnakan program PRONA hanya 

membutuhkan beberapa berkas saja untuk mendapatkan sertifikat” 
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Narasumber 6 bapak Asar (Samaran) Kamis 6 April 2023 

“Saya sendiri masyarakat pindahan kira-kira tahun 2015 saya 

memutuskan untuk tinggal di kelurahan Ladongi, pada saat itu saya 

memberi rumah sekaligus tanahnya, Namun tidak memiliki 

sertifikat yang menjadi pegangan saya hanya akta jual beli, untuk 

menghindari terjadinya sengketa saya berencana untuk membuat 

sertifikat mandiri di BPN tapi oknum ini datang menawarkan diri 

untuk membantu pembuatan sertifikat sekaligus membantu saya 

untuk melakukan perubahan nama dari pemilik pertama, Hal 

tersebut disampaikan dirumah saya, saya di bebankan biaya 

PRONA sebesar Rp. 2.700.000 keseluruhan antara sertifikat dan 

perubahan nama namun sampai sekarang sertifikat tersebut belum 

juga saya dapatkan”  

 

 

4. Aspek-Aspek lain 

Selain problem terkait pembiayaan yang dibebankan 

kepada masyarakat yang bervariasi yang dilakukan oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab jauh dari peraturan yang telah 

ditetapkan terdapat beberapa problem lain  yang timpul dalam 

pengadaan sertifikat tanah di Kecamatan Ladongi khususnya 

Kelurahan Ladongi yakni : 

a) PRONA yang seharusnya diberikan oleh masyarakat kelas 

bawah tetapi pada saat melakukan penelitian penulis 

menemukan fakta bahwa yang mengikuti PRONA sebagian 

masyarakat kelas menengah atas. 

b) Selain pembiayaan yang bervariasi yang dibebankan oleh 

oknum tersebut, penetapan batas-batas tanah menggunakan 

patok juga tidak dilakukan, ada masyarakat diberikan patok 

adapula yang tidak mendapatkan patok. 
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c) Dari 6 Nararumber hanya 3 yang mendapatkan sertifikat 

dan 3 tidak mendapatkan sertifikat padahal pengumpulan 

berkas dilakukan secara bersamaan. 

2.2.2 Tinjauan Hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui 

PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi 

Tenggara.  

2.2.2.1 Tinjauan Hukum mengenai Pendaftaran Tanah (Peraturan 

Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) 

Pendaftaran tanah telah diatur oleh peraturan pemerintah 

Pasal 1 angka1 Peraturan pemeritah  Nomor 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah, yang ditetapkan dan diundang-

undangkan pada tanggal 8 juli 1997. Peraturan pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara 

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 

Tahun 1997. Pelaksanaan tertib hukum dalam bidang pertanahan 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang 

Badan Pertanahan Nasional.  

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 

1988 tugas Badan Pertanahan Nasional yakni mengembangkan 

serta mengelola administrasi pada bidang pertanahan yang 

meliputi:  

1. Pengaturan penggunaan, pengurusan dan pemilikan tanah 

2. Pengurusan hak-hak tanah 
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3. Pengukuran dan pendaftaran tanah 

4. Serta lain-lain yang berhubungan dengan tanah. 

Pendaftaran tanah menurut pasal  1 Peraturan pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi : 

“Pendaftaran  tanah adalah suatu  rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan serta terarur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik 

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 

surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya” 

1. Asas dan tujuan pendaftaran tanah  

 Pendaftaran tanah menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 diselenggarakan berdasarkan asas-asas 

sebagai berikut : 

a) Asas sederhana, asas sederhana dalam pendaftaran tanah 

adalah agar ketentuan-ketentuan serta prosedurnya mudah 

untuk dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan  

terutama untuk pemegang hak atas tanah.   

b) Asas aman, dalam pendaftaran pertanahan dimaksudkan 

agar penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat 
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diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya 

dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan hukum 

c) Asas terjangkau , dalam pendaftaran tanah adalah untuk 

memudahkan untuk dijangkau khususnya bagi kemampuan 

dan ekonomi lemah. 

d) Asas mutakhir, Kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaanya serta berkesinambungan dalam memelihara 

datanya. Data yang tersedia harus menunjukan keadaan 

yang baru (Mutahir)  

e) Asas  terbuka, dalam pendaftaran tanah adalah bahwa 

masyarakat dapat memperoleh keterangan terkait data yang 

benar setiap saat jika diperlukan.  

Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan 

pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : 

a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  

hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 

satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar 

dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termaksud pemerintah agar dengan mudah 

dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 

perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun yang sudah teratur. 
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c) Untuk terselenggaranya tertib pada administrasi pertanahan. 

2. Obyek Pendaftaran Tanah  

Menurut pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Obyek pendaftaran tanah sebagai berikut : 

a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 

b) Tanah wakaf 

c) Tanah hak pengelolaan 

d) Hak milik atas satuan rumah susun 

e) Tanah Negara 

f) Hak tanggungan 

3. Manfaat pendaftaraan tanah 

Dilakukannnya pendaftaran tanah adalah untuk 

mewujudkan tertib pada suatu bidang pertanahan. Pendaftaran 

tanah memiliki manfaat yang ganda yang artinya bermanfaat bagi 

pemerintah juga bermanfaat bagi pemegang hak atas tanah (R.M 

Sudikno Mertokusumo, 1988,9.5 – 9.6) 

Manfaat bagi pemegang hak atas tanah adalah : 

a) Jika terjadi peralihan tanah dapat dengan mudah 

dilaksanakan. 

b) Harga untuk tanah yang bersertifikat relatif lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat. 

c) Dapat digunakan sebagai jaminan hutang di Bank. 

d) Penetapan Ipeda pada tanah tidak akan keliru. 
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e) Memberikan rasa aman terhadap pemegang atas hak tanah 

tersebut. 

Manfaat bagi Pemerintah adalah sebagai berikut: 

a) Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah oleh para 

pemegang hak atas tanah akan menciptakan tertib 

administrasi pada bidang pertanahan serta dapat 

memperlancar setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah yang menyangkut tanah dalam pembangunan. 

b)  Bagi para pemegang  hak atas tanah mengurangi adanya 

keresahan menyangkut tanah.   

4. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah. 

Terkait pendaftaran tanah, UUPA Nomor 5 tahun 1960  telah 

mengaturnya demi kepastian hukum, pendaftaran menjadi suatu 

kewajiban bagi pemerintah dan juga bagi pemegang hak atas tanah. 

(Sahnan, 2016, 109) Hal tersebut telah diatur dalam pasal 19 

UUPA, yaitu : 

a) Untuk menjamin kepastian hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah, diadakan pendaftarn tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang telah 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

b) Pendaftaran dalam ayat 1 pada pasal ini meliputi:  

1) Pengukuran  pembukuan tanah dan perpetakan. 

2) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. 
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3) Pendaftaran tanah. 

c) Pendaftaran tanah dilakukan dengan mengingat keadaan 

negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi 

serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 

pertimbangan Menteri Agraria. 

d) Dalam peraturan pemerintah diatur mengenai biaya-biaya 

yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam 

ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak 

mampu dibebaskan dari pembayaran. 

5. Kegiatan Pendaftaran Tanah  

Dalam  pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 kegiatan pendaftaran tanah ada dua yaitu pendaftaran tanah 

yang dilakukan untuk pertama kali serta pemeliharaan data 

pendaftaran tanah.  Dalam pasal 12 PP No 24 Tahun 1997 

menjelaskan sebagai berikut: 

Pasal (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:  

a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik 

b) Pembuktian hak dan pembukuannya 

c) Penerbitan sertifikat 

d) Penyajian data fisik dan data yuridis 

e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.  

Pasal (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:  

a) Pendaftaran perubahan dan pembebanan hak 

b) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya 
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2.2.2.2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 Tentang Program 

Nasional Agraria.  

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria (UUPA) maka dengan 

itu pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan pada 

bidang pertanahan yaitu dengan cara memberikan sertifikat secara 

masal kepada masyarakat melalui suatu program yakni PRONA.  

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya konfik 

berkepanjangan pada bidang pertanahan, proses pensertifikatan 

tanah melalui PRONA pada dasarnya sama dengan program-

program pensertifikatan tanah melalui program lain serta sama 

dengan penerbitan sertifikat atas permintaan sendiri di Kantor 

Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten atau Kota, yang membedakan 

jika pemohonan sertifikat tanah melalui PRONA hanya perlu 

mengumpulkan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk 

mengikuti PRONA kemudian dilakukan pengumpulan ke kantor 

Desa yang mengkoordinir untuk menyerahan data-data fisik 

tanahnya tanpa pergi langsung ke BPN. 

Sedangkan permohonan pembuatan sertifikat atas kehendak 

sendiri, harus datang langsung ke kantor BPN para pemohon juga 

harus membayar sejumlah uang yang lebih mahal. Kegiatan 

PRONA sudah diselenggarakan di Indonesia sudah dari tahun 1981 

sampai dengan sekarang, dimana menjadi salah satu program 
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unggulan serta perioritas  yang diterapkan BPN, Pada dasarnya 

PRONA adalah salah satu kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali. 

1. Sasaran pelaksanaan PRONA 

Adapun suatu harapan dan sasaran yang diharapakan 

melalui pelaksanaan PRONA yakni: 

a) Yang menjadi subjek dalam PRONA adalah para pemilik 

tanah perorangan yang masuk kedalam kreteria masyarakat 

golongan ekonomi lemah, badan hukum/lembaga sosial dan 

keagamaan. 

b) Yang menjadi objek dalam PRONA adalah tanah pertanian 

yang luasnya kurang dari 2 Ha dan non pertanian atau tanah 

pekarangan yang memiliki luas kurang dari 200 

meter/persegi. 

Dalam pelaksanaan PRONA hendaknya pemerintah 

memiliki sasaran utama yang diharapkan mampu mewujudkan 

suatu pencapaian yang maksimal, untuk itu sasaran dari PRONA 

dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Melaksanakan pensertifikatan tanah yang berguna untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik 

tanah sebagai suatu bukti yang sah dan kuat atas tanah yang 

dimiliki. 

b) Mengoptimalkan penggunaan tanah, dalam setiap kegiatan 

proyek yaitu agar tercapainya hasil yang baik serta 
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berkualitas maupun kwuantitas maka diperlukan suatu 

program yang mampu mendukung, serta baik yang meliputi 

perencanaan, pelaporan dan pengawasan. 

c) Menunjang usaha mengendalikan dan pengawasan 

pemilikan serta penggunaan tanah agar tidak menimbulkan 

suatu gangguan dalam stabilitas sosial politik di kalangan 

masyarakat. 

2. Prioritas lokasi dalam penyelenggaraan  PRONA 

Suatu wilayah Desa/Kecamatan dapat dijadikan atau 

ditunjuk sebagai lokasi PRONA, maka Desa/Kecamatan tersebut 

harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam 

pelaksanaan PRONA. Dalam pelaksanaan PRONA ditentukan 

beberapa dasar-dasar yang menunjukan lokasi PRONA. 

Priotitas penentuan lokasi PRONA untuk Kabupaten 

dilaksanakan harus dengan petunjuk khusus yang telah ditetapkan 

oleh BPN Nasional Republik Indonesia. Yakni sebagai berikut: 

a) Lokasi yang ditunjuk merupakan lokasi yang telah 

disurvai yang merupakan hasil penelitian serta identifikasi 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

b) Lokasi yang ditunjuk merupakan bidang-bidang tanah 

yang berkelompok jika tidak maka diupayakan bidang-

bidang tanah yang berdekatan 

c) Apabila lokasi yang ditunjuk merupakan bidang-bidang 

tanah yang berasal dari retribusi  tanah objek lendreform 



 

66 
 

yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) agar dapat 

diteliti lebih cermat dan dilakukan lebih awal. 

d) Selain dilaksanakan pada Desa tertinggal juga 

dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah tersedia sarana 

pertanahan yang sebelumnya dihasilkan dari proyek-

proyek lainnya yang merupakan program dalam 

lingkungan BPN Republik Indonesia. 

e) Lokasi yang ditunjuk merupakan lokasi yang tidak 

tumpang tindih pelaksanaanya dengan suatu 

pensertifikatan tanah yang  dilakukan objek/ kegiatan lain 

yang dilakukan pada tahun yang sama dengan 

penyelenggaraan PRONA. 

3. Latar belakang diadakannya PRONA  

Kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA merupakan 

salah satu kegiatan pada bidang pertanahan yang disambut positif 

oleh masyarakat selama dalam penyelengaraan serta 

pelaksanaannya dalam pensertifikatan tanah melaui pada saat 

dilakukannya hingga saat ini. Yang mana telah dilakukan pada 

tahun 1981 sampai sekarang banyak mendapat tanggapan positif 

bagi para pemohon dalam program PRONA. Percepatan 

pendaftaran tanah yang diselenggarakan hendaknya 

memperlihatkan suatu prinsip yang nyata dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, yang berperan secara jelas untuk 

tercapainya tatanan suatu kehidupan bersama secara adil dan 
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menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangga 

untuk meminimalisir terjadinya  suatu perkara pada bidang 

pertanahan. Selain daripada percepatan pendaftaran tanah juga 

merupakan suatu pelaksanaan 11 (Sebelas) agenda BPN RI, 

khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran secara 

menyeluruh serta pungutan hak-hak rakyat akan tanah. 

4. Ruang lingkup PRONA  

Ruang lingkup PRONA adalah suatu kegiatan legilisasi aset 

yang pembiayaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja 

negara (APBD). Ruang lingkup PRONA diatur dalam pasal 6  ayat 

1 yang meliputi: 

a) Penetapan lokasi tempat akan dilaksanakan PRONA 

b) Pembentukan panitia PRONA dan Satuan Tugas (SATGAS) 

pembentukan panitia PRONA dan Satua Satgas menggunakan 

ketentuan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang 

dilakukan secara sistematik sehingga menggunakan istilah  

yang sama yakni panitia ajudikasi. 

c) Penyuluhan yang dilakukan ke lokasi yang akan menjadi 

tempat dilaksanakan PRONA di Kelurahan/Desa yang 

bersangkutan untuk dilakukan dan memberitahu kepada 

masyarakat yang hendak mengikuti pendaftaran tanah melalui 

PRONA. 

d) Pengumpulan data/alat yang menjadi bukti atas tanah. 
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e) Pengukuran bidang tanah. 

f) Pemeriksanaan tanah untuk memastikan tanah tersebut layak 

mengikuti PRONA. 

g) Pengumuman, dalam hak bekas tanah milik adat. 

h) Penerbitan  SK hak/ pengesahan data fisik serta data yuridis. 

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan 

mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan 

oleh panitia adjudikasi. 

i) Penerbitan Sertifikat, untuk tanah yang telah didaftarkan dan 

telah memenuhi syarat maka akan diterbitkan sertifikatnya. 

j) Penyerahan sertifikat tanah, setelah berakhirnya 

penyelenggaraan pendaftaran tanah maka ketua panitia 

adjudikasi menyerahkan hasil kegitan kepada kepala Kantor 

pertanahan yang berupa dokumen mengenai bidang-bidang 

lokasi pendaftaran tanah, meliputi: 

1) Peta pendaftaran. 

2) Surat Ukur. 

3) Buku tanah. 

4) Daftar tanah. 

5) Sertifikat tanah atas tanah yang belum diserahkan 

kepada pemegang hak 

k) Laporan, Kegiatan terakhir yakni penyerahan laporan dari 

pelaksanaan pendaftaran tanah secara masal melaui PRONA.  
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5. Biaya PRONA 

Kegiatan PRONA sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 pembiayaannya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dalam hal ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Kantor 

Kabupaten/Kota bersangkutan dan juga PRONA dibiayai oleh 

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 

pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Kegiatan PRONA yang dibiayai oleh pemerintah melalui 

APBN meliputi: 

a) Penyuluhan. 

b) Pengumpulan data. 

c) Pengukuran bidang tanah. 

d) Pemeriksaan tanah. 

e) Penerbitan surat keputusan hak/pengesahan data fisik dan 

data yuridis. 

f) Penerbitan sertifikat. 

g) Penyerahan sertifikat. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwasanya 

terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh oknum dalam pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA dimana masyarakat diharuskan 

membayar sejumlah uang dengan nominal berbeda untuk mengikuti 

program PRONA yang telah diadakan oleh pemerintah. Sehingga 

berdasarkan permasalahan diatas para PRONA dapat melakukan 
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musyawarah secara bersama-sama yang dilakukan secara kekeluargaan 

atau melakukan musyawarah perundingan  untuk mencari jalan keluar 

antara peserta PRONA dengan oknum tersebut, adapun jika tidak 

mendapatkan solusi peserta PRONA dapat melakukan pengaduan 

langsung terhadap pihak berwajib. 
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BAB V 

PENUTUP 

1.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan: 

1.1.1 Pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di kecamatana Ladongi 

telah di lakukan berdasarkan pada Peraturan dan mengikuti dari 

prosedur pengadaan sertifikat tanah dari BPN kabupaten Kolaka 

Timur. Namun dalam pelaksanaan pengadaan sertfikat tanah melalui 

PRONA di kecamatan Ladongi dimanfaatkan oleh oknum untuk 

melakukan kegiatan pungutan liar kepada masyarakat pada saat 

pengumpulan data para pendaftar kegiatan PRONA. 

1.1.2 Tinjauan hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui 

PRONA di Kecamatan Ladongi, kabupaten Kolaka Timur menurut 

PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pasal 2  terkait 

asas pendaftaran tanah menyebutkan bahwa asas pendaftaran tanah 

terdiri atas beberapa yakni asas sederhana, aman, terjangkau, 

mutahir, dan terbuka. Beberapa asas diatas kurang mendukung 

karena asas terjangkau dan aman tidak diterapkan pada 

penyelenggaraan PRONA di kecamatan Ladongi disebabkan 

dimanfaatkan oleh oknum untuk memungut biaya diluar dari 

ketetapakan hukum yang berlaku dalam PRONA.  

Selain itu tinjauan hukum positif tentang pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten 
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Kolaka timur menurut PERMEN Agraria/Kepala BPN No 4 Tahun 

2015 tentang Program Nasional Agraria pasal 12 terkait 

pembiayaan PRONA yang bersumber dari APBN dan APBD dan 

juga pembiayaan yang menjadi tanggungan pemohon berdasarkan 

SKB 3 Menteri terkait pembiayaan untuk Sulawesi Tenggara 

sebesar Rp. 350. 000. Hal ini kurang mendukung dengan 

pembiayaan yang dibebankan oleh masyarakat di kecamatan 

Ladongi hal tersebut disebabkan oleh oknum yang memanfaatkan 

situasi untuk meraut keuntungan pada penyelengaraan PRONA 

1.2 Limitasi Penelitian 

Dalam penenlitian yang dilakukan masih banyak keterbatasan yang 

dimiliki oleh penulis, namun keterbatasan tersebut diharapkan dapat 

dilakukannya perbaikan terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa yang 

akan datang, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Pada penelitian yang dilakukan hanya berfokus terhadap mekanisme 

pengadaan sertifikat tanah melalui prona di Kecamatan Ladongi, 

tinjauan hukum positif dan juga problem yang timbul pada pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA saja tidak diikuti dengan Cara 

penganggulangan jika terjadi problem pada pengadaan sertifikat tanah. 

1.2.2 Penelitian yang dilakukan melibatkan subjek dengan jumlah yang 

terbatas yakni 1 kelurahan, dan 6 Narasumber yang berasal dari 

masyarakat hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk pada 

kecamatan Ladongi sangat banyak. Sehingga menyebabkan belum 
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dapat digeneralisasikan ke Kelurahan lain yang berada di Kecamatan 

Ladongi. 

1.2.3 Terdapat beberapa Narasumber yang tidak lengkap memberikan 

informasi disebabkan karena kesibukan yang dimiliki, dan beberapa 

narasumber yang terkesan tidak serius pada saat memberikan 

informasi. 

5.3 Rekomendasi  

5.3.1  Masyarakat dapat secara sukarela untuk selalu mengikuti penyuluhan 

yang dilakukan di Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk 

menghindari terjadinya kecurangan dalam perbuatan sertifikat tanah 

melalui PRONA karena informasi yang diperoleh menekan angka 

terjadinya pungutan liar yang dimanfaatkan oleh oknum untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. 

5.3.2  Menanamkan budaya kerja dalam reformasi birokrasi sebagai suatu 

Culture set kepada para pegawai negeri dengan mengedepankan 

norma-norma dalam pemahaman terhadap makna kerja ; sikap 

terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan, sikap terhadap waktu, 

sikap terhadap lingkungan, etos kerja serta perilaku pada saat bekerja 

atau mengambil kepetusan. 

5.3.3    Tentunya diperlukan dukungan dari pemerintah Pusat Daerah sangat 

dibutuhkan untuk pemberantasan pungutan liari ini untuk menghindari 

terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab yang telah mencoreng nilai-nilai persamaan di 

kalangan masyarakat.  
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LAMPIRAN 1. PETA WILAYAH KECAMATAN LADONGI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Ladongi 
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LAMPIRAN 2 DAFTAR INFORMAN 

No Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan 

1 Subri S.E Laki-laki 50 Tahun Kepala Seksi 

Penataan Hak dan 

Pendaftaran 

2 Saeho S.Pd Laki-laki 48 Tahun Camat Ladongi 

3 Rasman L. S.IP Laki-laki 42 Tahun Lurah Ladongi 

4 Rana Perempuan 45 Tahun Ibu Rumah Tangga 

5 Rudin Laki-laki 45 Tahun Petani 

6 Alkaf Laki-laki 42 Tahun Petani 

7 Nina Perempuan 42 Tahun Ibu Rumah Tangga 

8 Hj Tisa Perempuan  33 Tahun Ibu Rumah Tangga 

9 Asar Laki-laki 40 Tahun Wiraswasta 
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LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kolaka Timur 

a. Identitas Informan 

Nama  :  

Jenis Kelamin :  

Usia  :  

Pekerjaan  :  

b. Daftar Pertanyaan 

1) Terkait PRONA untuk wilayah kabupaten kolaka timur khususnya 

kecamatan Ladongi sudah berapa kali diadakan setelah 

dilakukannya pemekaran menjadi Kabupaten Kolaka Timur ? 

2) Bagaimana mekanisme/Prosedur  PRONA yang diselenggarakan di 

Kabupaten Kolaka Timur Khususnya Kecamatan Ladongi ? 

3) Apakah dalam PRONA ini ada pembiayaan yang dibebankan BPN 

kepada masyarakat serta berapa nomimal jika ada beban biaya bagi 

para pemohon sertifikat melalui PRONA ? 

4) Bagaimana tanggapan sebagai kepala kantor / staf BPN Kabupaten 

Kolaka Timur terkait maraknya pungli yang dilakukan dalam 

pembuatan PRONA yang dilakukan oleh oknum mengatas 

namakan biaya untuk ADM di BPN ? 

5) Apa saja kendala yang dihadapi pada saat penyuluhan PRONA 

dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Kolaka Timur ? 

6) Untuk PRONA sendiri apakah ada kreteria bagi pemohon untuk 

dapat ikut serta dalam PRONA ini ? 
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7) Apakah pada penyelenggaraan PRONA yang diselenggarakan BPN 

terdapat problem atau masalah yang ditemukan di lapangan? 

8) Berapa lama proses pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA? 

9) Apa saja yang menjadi kendala sertifikat tanah yang diajukan 

melalui PRONA tidak terbit? 

10) Upaya apa yang dapat dilakukan jika terjadi kendala dilapangan 

pada saat pelaksanaan PRONA? 

11) Dari BPN sendiri apa yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan 

PRONA? 

2. Informan Kepala Kecamatan Ladongi 

a. Identitas Informan 

Nama  :  

Jenis Kelamin :  

Usia  :  

Pekerjaan  :  

b. Daftar Pertanyaan 

1) Untuk pelaksanaan PRONA di Kecamatan Ladongi sudah berapa 

kali dilaksanakan selama bapak menjabat sebagai Kepala 

Kecamatan Ladongi? 

2) Bagaimana mekanisme/ prosedur pengadaan sertifikat tanah 

melalui PRONA untuk kecamatan Ladongi ? 

3) Pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA setiap Kecamatan yang 

berada di Kabupaten Kolaka Timur yang memenuhi persyaratan 

akan mengikuti program PRONA, apakah untuk Desa/ Kelurahan 
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yang ada di Kecamatan Ladongi serentak ikut pada saat program 

tersebut dilakukan ? 

3. Informan Kepala Kelurahan Ladongi 

a. Identitas Informan 

Nama  :  

Jenis Kelamin :  

Usia  :  

Pekerjaan  :  

b. Daftar Pertanyaan 

1) Terkait PRONA untuk wilayah kabupaten kolaka timur 

khususnya kelurahan Ladongi sudah berapa kali diadakan setelah 

dilakukannya pemekaran menjadi daerah Kolaka Timur ? 

2) Dari kelurahan/ desa apakah ada sendiri mekanisme/ prosedur 

PRONA yang dilakukan atau mengikuti dari mekanisme yang 

diterapkan kantor BPN Kabupaten Kolaka Timur ? 

3) Apakah dari Kelurahan/Desa ada pembiayaan yang sebelumnya 

disetujui oleh kelurahan/desa kepada masyarakat sebelumnya? 

JIKA ada berapa nomimal yang dibebankan ? 

4) Apakah ada laporan dari masyarakat kelurahan/desa terkait 

kendala yang di hadapi pada saat proses pengumpulan berkas- 

berkas yang diperlukan dalam mengikuti PRONA? 

5) Dari Kelurahan sendiri apakah sebelumnya mengadakan 

penyuluhan terkait PRONA ke masyarakat setelah menerima 

arahan dari BPN Kolaka Timur? 
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4. Informan masyarakat 

a. Identitas Informan 

Nama  :  

Jenis Kelamin :  

Usia  :  

Pekerjaan  :  

b. Daftar Pertanyaan 

1) Apakah pada saat pengumpulan beban biaya dalam pengadaan 

sertifikat tanah melalui PRONA ada kesepakatan sebelumnya 

antara pemohon dengan oknum yang mengumpulkan berkas-

berkas untuk mengikuti PRONA? 

2) Apa alasan yang menjadikan Bapak/Ibu mengikuti PRONA 

tersebut? 

3) Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait sebenarnya beban biaya 

yang di bebankan dalam pembuatan sertifikat ini telah di atur oleh 

Peraturan Pemerintah? 

4) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait beban biaya yang diminta 

tidak sesuai prosedur yang di atur dalam Peraturan? 

5) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap sering kalinya timbul 

kecurangan pada pelayanan publik contonhnya pungli ? 

6) Apa kendala yang dihadapi pada saat pengumpulan berkas-berkas 

pada saat pemohonan dalam pembuatan sertifikat tanah melal 

 

 



 

85 
 

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENELITIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi BPN Kolaka Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Ladongi 
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LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4. Wawancara Kepala seksi Penataan Hak dan Pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 . Wawancara bersama Staf/Panitia Adjudikasi  
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Gambar 6. Wawanacara peneliti bersama Kepala Kecamatan 

Ladongi Bapak Saeho S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Wawancara peneliti bersama Kepala Kelurahan Ladongi 
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Gambar 8. Wawancara peneliti bersama Ibu Rana (Samaran) 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Wawancara peneliti bersama Bapak Rudin (Samaran) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Wawancara peneliti bersama Bapak Alkaf (Samaran)
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Gambar 11. Wawancara peneliti bersama Ibu Nani(Samaran) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 12. Wawancara peneliti bersama Ibu Hj Tisa (Samaran)
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(Curriculum Vitae) 

A. KETERANGAN DIRI 

Nama Lengkap  : Risna Yanti 

Tempat Tanggal Lahir : Ladongi, 6 Desember 2000 

Anak ke   : 3 (ketiga) dari 3 (tiga) bersaudara 

Agama    : Islam 

Suku    : Bugis  

Kebangsaan   : Indonesia  

Golongan Darah  : B 

Alamat    : Kel Ladongi, Kec Ladongi, Kab Kolaka 

Timur 

B. Nama Orang Tua 

Nama Ayah   : Jumri 

Nama Ibu   : Hernawati 

C. Riwayat Pendidikan  

2007    : TK Nurul Istiqomah 

2008-2013   : SD N 3 Ladongi Jaya 

2014- 2016   : SMP N 1 Ladongi 

2017-2019   : SMA N 1 Ladongi 

2019-2023   : IAIN Kendari 

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguh-

sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar 

maka siap menerima tindakan yang diambil oleh pemerintah.  

        Kendari, 14 Juni 2023 
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